
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa filosofi otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawabPemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumberpendapatan asli daerah guna memberikan peningkatan pelayanankepada masyarakat di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PajakRestoran merupakan salah satu jenis objek Pajak Daerah;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum TataCara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3984);3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan PajakDengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3897);4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang PembentukanKabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);



- 2 -5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4389);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3258);11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4614);14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- 3 -15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan KeuanganGubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (lembaranNegara republic Indonesia tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (LembaranDaerah Tahun 2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara.5. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara.6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.7. Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibanDaerah tersebut.8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban danpengawasan keuangan daerah.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahdaerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Penajam Paser Utara.11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerahdengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroanterbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga danbentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungutbayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dansejenisnya termasuk jasa boga/katering.14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



- 5 -16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yangdiatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadidasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WajibPajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objekpajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.19. Surat Setoran Pajak Daerah disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukandengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar disingkat SKPDKB adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, danjumlah pajak yang masih harus dibayar.21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKPDKBT adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telahditetapkan.22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajakyang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajakatau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kreditpajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.24. Surat Tagihan Pajak Daerah disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihanpajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.25. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakanoleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempopembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak,dan tahun pajak.26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahantulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentudalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atauterhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WajibPajak.


